ABSTRAK

Khoirul Fajri, 2017: Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi
Komparasi Anatara Hukum Islam Dan KHI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; Bagaimana Konsep Wali Adhol
Dalam Pernikahan dan dasar hukumnya dalam pernikahan dan Bagaimana
Prosedur penetapan wali Adhol dalam Hukum Islam dan KHI. Pendlitian ini
merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan
metode Conten Analysis. Adapun sumber primer yaitu Al-Umm, Bidayatul
Mujtahid, al-Figih Alal Mazahib al-Arba’ah, Hukum Pernikahan Menurut Islam,
UU Pernikahan dan Hukum Perdata, UU Kompilas Hukum Islam No 13 Tahun
2008. Sedangkan sumber sekundernya buku-buku yang berhubungan dengan
penelitian. Berdasarkan hasil analis yang penulis lakukan, dapat di simpulkan
bahwa 1) Konsep Wali Adhol dan dasar hukumnya dalam pernikahan Hukum
Isam adalah sebagai berikut: @ Golongan hanafiah menyatakan bahwa
penyelesaian pernikahan jika walinya adhol adalah melalui seorang hakim
sebagai penengah; b) Sedangkan Syafiiyah dan Malikiyah menyatakan bila wali
adhal untuk menikahkan anaknya, dalam hal ini wali Agrabnya, dan mana kaa
wali ab’ad tidak bisa menggantikannya, maka hak kewaliannya diserahkan
kepada wali Hakim; c) Dan hambaliyah menyatakan bila seorang wali adhal
daam menikahkan anaknya maka hak kewalianya akan berpindah dari wali
agrab ke wali ab’ad sampai yang paling jauh, jika masih tetap adhol maka hak
kewaliannya diserahkan kepada hakim; 2) Prosedur penetapan wali Adhol dalam
Hukum Islam dan KHI, dalam undang-undang no. 1/1974, KHI dan PMA No .30
tahun 2005 yaitu: Pertama, pemanggilan pihak-pihak, yaitu pemohon dan wali,
Kedua, usaha perdamaian, Ketiga, pembacaan surat permohonan, Keempat,
pemeriksaan persidangan, Kelima, pembacaan hasil penetapan majelis hakim.
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ABSTRACT

Khoirul Fajri, 2017: The Appointment of Wali Adhol in A Marriage (A
Comparative Study Islamic Law and KHI)

This research is amed at finding out how is the concept of Wali Adhol in a
marriage and its legal basis in a marriage and how is the procedure of appointing
Wali Adhol in Islamic Law and KHI. This research is Library Research by using
Content Analysis Method. The primary sources are Al-Umm, Bidayatul Mujtahid,
al-Figih Alal Mazahib al-Arba'ah, Marriage Law According to Islam, Marriage
Law and Civil Law, the articles on Compilation of Islamic Law No. 13 of 2008.
While the secondary sources are the books related to research. Based on the
results of the analysis, it can be concluded that: 1) The concept of Wali Adhol
and legal basis in marriage in Islamic Law is as follows. a) Hanafiah’s group
declares that the marriage settlement if the guardian is adlal is through ajudge as
a mediator; b) While Syafiiyah and Malikiyah declare that when the guardian is
adhal to assist the marriage of his son/daughter, in this case, the Agrab Wali, and
if thewali ab'ad cannot replace it, the rights of his authority is handed over to the
judge's; ) And the Hambaliyah declares that if a wali adhal in marrying off his
children then the rights of his authority will move from the wali agrab to the wali
ab'ad until the furthest, if still remain adhal then the right of his/ her rights is
given to the judge; 2) the procedures for the appointment of wali Adhol in Idamic
Law and KHI, in the law no. /1974, KHI and PMA No. 30 of 2005, are: Firgt,
summoning the parties, which are the applicant and guardian; Secondly, the peace
effort; Third, the reading of the petition; Fourth, the trid examination; and Fifth, the
reading of the result of the judge's determination.
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